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ABSTRAK 

 
Dedy Cahyo Nugroho. 201420251016. Penegakan Hukum Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI-AD 

Masalah narkotika adalah bagaimana upaya pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika untuk melindungi dan menyelamatkan para remaja 

serta bangsa Indonesia. Namun demikian, ketika pemerintah sedang giat-giatnya 

dalam pemberantasan narkotika, terdapat aparat penegak hukum dalam hal ini 

adalah TNI yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam 

pemberantasan narkotika, justru terlibat dalam mengkonsumsi dan juga menjual 

narkotika. Hal tersebut terjadi dalam kasus pidana narkotika dengan terdakwa atas 

nama Sertu Subroto. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 

oknum anggota TNI-AD dan Bagaimana mengantisipasi faktor-faktor penghambat 

penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD sehingga kepastian hukum terpenuhi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan data 

sekunder. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD dilaksanakan berdasarkan 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan 

Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, dengan 

diadilinya oknum anggota TNI AD yang melakukan tidak pidana narkotika di 

pengadilan militer, maka cenderung putusan yang diberikan tidak maksimal, yang 

seharusnya sebagai aparat penegak hukum mempunyai peluang besar untuk 

mendapatkan hukuman maksimal ketika melakukan pelanggaran tindak pidana. 

 

Kata Kunci : Narkotika, KUHPM, oknum anggota TNI-AD, penegakan hukum 
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ABSTRACT 

Dedy Cahyo Nugroho. 201420251016. Law Enforcement Of Drug Abuse 

By Nsrcotics Makd By The Number Of Members Of The TNI-AD 

The problem of narcotics is how efforts to eradicate the abuse of narcotics 

to protect and save the teenagers and the Indonesian nation. However, when the 

government is actively engaged in the eradication of narcotics, there are law 

enforcement officers in this case is the TNI that should support government 

programs in the eradication of narcotics, it is involved in consuming and also 

selling narcotics. This happens in a narcotic criminal case with the defendant on 

behalf of Sertu Subroto. The formulation of the problem in this research is how 

law enforcement against the abuse of narcotics conducted by elements of TNI-AD 

and How to anticipate the constraining factors of law enforcement in the effort to 

eradicate the abuse of narcotics conducted by unscrupulous members of TNI-AD 

so that legal certainty is fulfilled. This research uses normative law research 

method with secondary data. The result of this research is law enforcement 

against abuse of narcotics conducted by individual TNI-AD members implemented 

under Article 9 of Law Number 31 Year 1997 on Military Court and Article 114 

paragraph (1), Article 111 paragraph (1) and Article 127 Undang- Law Number 

35 Year 2009 on Narcotics. Nevertheless, in its implementation, by the trial of 

members of the army who do not criminal narcotics in military courts, it tends to 

be given a decision that is not maximal, which should as law enforcement officers 

have a great opportunity to get the maximum penalty when committing a criminal 

offense. 

 

Keywords : Narcotics, KUHPM, conducted by individual TNI-AD,  

       law enforcement 
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